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ABSTRAK

Latar belakang: Pencapaian target sanitasi sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan masih
menghadapi tantangan signifikan di Indonesia, khusunya dalam implementasi kebijakan sanitasi berbasis
masyarakat. Di Kelurahan Merjosari, Kota Malang terdapat 676 KK (2024) yang masih melakukan Buang Air
Besar Sembarangan (BABS) ke Sungai Metro, mencerminkan kegagalan implementasi kebijakan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM).

Tujuan: Menganalisis implementasi kebijakan STBM menggunakan teori George C. Edwards 11l dan
mengidentifikasi peran lembaga kemasyarakatan dalam mendukung keberhasilan program.

Metode: Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan teknik pengumpulan data wawancara
mendalam, observasi, dan studi dokumen terhadap lima informan kunci yang dipilih secara purposive, observasi
partisipatif dan studi dokumen. Analisis data menggunakan Model Miles dan Huberman dengan triangulasi
sumber dan metode.

Hasil: Implementasi kebijakan STBM di Kelurahan Merjosari menghadapi kendala utama dalam faktor
komunikasi (frekuensi sosialisasi terbatas) dan sumber daya (rasio tenaga sanitarian tidak ideal). Lembaga
kemasyarakatan berperan kritis sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam seluruh tahapan
STBM, dengan tingkat partisipasi mencapai inisiasi dan legitimasi.

Simpulan: Keberhasilan STBM memerlukan pendekatan kolaboratif yang memperkuat peran lembaga
kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas sumber daya implementasi. Rekomendasi kebijakan difokuskan pada
optimalisasi komunikasi dan penguatan kelembagaan lokal.

Kata kunci: Sanitasi; STBM; Implementasi Kebijakan; Lembaga Kemasyarakatan, Teori George C.
Edward 111

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF COMMUNITY-BASED TOTAL SANITATION POLICIES AND
THE ROLE OF COMMUNITY INSTITUTIONS IN MERJOSARI VILLAGE, MALANG CITY

Background: Achieving sanitation fargets as part of the Sustainable Development Goals still faces significant
challenges in Indonesia, especially in the impl. ion of co itv-based sanitation policies. In Merjosari
Village, Malang City, there are 676 homehoidc (2024) that still practice open defecation into the Metro River,

reflecting the failure of the implementation of the Communitv-Based Total Sanitation (CBTS) policy.
Objective: Analyzing the implementation of STBM policies using George C. Edwards I1I's theories and identifving
the role of community institutions in supporting the success of the program

Method: Qualitative research using a case study approach, employing in-depth inferviews, observation, and
document analysis fechniques on five key informants selected purposively, participatory observation, and
document analysis. Data analysis used the Miles and Huberman model with triangulation of sources and methods.
Result: The implementation of the STBM policy in Merjosari Village faces major obstacles in terms of
communication (limited frequency of socialization) and resources (unideal ratio of sanitation workers).
Community institutions play a critical role as a bridge between the government and the community in all stages
of STBM, with participation levels reaching initiation and legitimacy.

Conclution : The success of CBTS requires a collaborative approach that strengthens the role of community
institutions and increases the capacity of implementation resources. Policy recommendations focus on opfimizing
communication and strengthening local mmmrmm

Keywords: Sanitation; CBTS; Policy I C ity Institution; George C. Edward III Theory
PENDAHULUAN memiliki akses terhadap sanitasi yang layak, dengan

Pencapaian tujuan pembangunan 494 juta orang masih melakukan praktik Buang Air
berkelanjutan (Sustainable Development Goals. Besar Sembarangan (BABS). Di Indonesia, masalah
SDGs) nomor 6 tentang akses air bersih dan sanitasi sanitasi tetap menjadi perhatian serius, tercermin
layak masih menjadi tantangan global. Berdasarkan dari masih tingginya persentase rumah tangga yang
data WHO (2021), sekitar 3,6 miliar orang tidak melakukan pembuangan akhir tinja tidak tepat.
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Kebijakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM) yang diatur dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 merupakan strategi
nasional untuk mengatasi masalah sanitasi melalui
pendekatan partisipatif. Namun, implementasinya di
tingkat lokal masih menghadapi berbagai kendala.
Data dari Puskesmas Dinoyo menunjukkan bahwa
di Kelurahan Merjosari, jumlah KK yang melakukan
BABS masih mencapai 676 KK pada tahun 2024,
meskipun mengalami penurunan dari 956 KK pada
tahun 2023, yang mengindikasikan hambatan
implementasi yang terus-menerus.

Implementasi program STBM telah secara luas
dipelajari. Penelitian Simbe (2025) di Kenya bahwa
faktor-faktor ~ yang  memengaruhi  buruknya
implementasi CLTS di Kelurahan Magadi,
Kabupaten Kajiado Kenya disebabkan oleh
rendahnya tingkat pengetahuan dan sikap negatif
akibat kurangnya pendidikan, kemiskinan, dan gaya
hidup nomaden masyarakat'. Penelitian Crockers,
et.al. (2016) di Ethiopia dan Ghana meneliti
keberlanjutan sanitasi total berbasis masyarakat
(CLTS) di negara tersebut’. Relevan dengan
penelitian Syahrizal (2023) di Indonesia bahwa telah
mengidentifikasi hambatan struktural dan budaya
terhadap hasil sanitasi yang berkelanjutan®.
Sementara itu, studi dalam konteks Asia Tenggara
menyoroti peran kritis modal sosial dan lembaga
komunitas. Namun, aplikasi teoretis dari kerangka
implementasi kebijakan, khususnya model klasik
Edwards 11, masih terbatas dalam penelitian
sanitasi. Hal ini menciptakan kesenjangan teoretis
dalam memahami bagaimana faktor implementasi
birokrasi  berinteraksi dengan modal sosial
masyarakat dalam konteks negara berkembang.

Studi ini menjawab dua kesenjangan kritis.
pertama, kesenjangan teoritis dalam
mengintegrasikan kerangka implementasi kebijakan
top-down  dengan  pendekatan  keterlibatan
masyarakat bottom-up; kedua, kesenjangan empiris
dalam memahami peran lembaga lokal dalam
konteks sanitasi perkotaan. Sementara penelitian
sebelumnya di Indonesia oleh Pugeschan et al.,
(2024) . ketersediaan fasilitas dan infrastruktur, serta
peran pemangku kepentingan merupakan faktor
yang mempengaruhi perilaku sanitasi®, termasuk
pendekatan gender dan budaya memicu perubahan
perilaku yang berkelanjutan®. Sedikit studi yang
mengidentifikasi tantangan kendala komunikasi dan
sumber daya secara sistematis melalui teori
implementasi kebijakan yang mapan.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis
implementasi  kebijakan STBM di Kelurahan
Merjosari berdasarkan teori George C. Edwards III;
(2) mengkaji peran dan mekanisme partisipasi
Lembaga kemasyarkatan. Penggunaan teori
implementasi  kebijakan George C. Edwards 111
(komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur
birokrasi) memberikan nilai tambah yang signifikan
dalam konteks Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

(STBM) perkotaan, karena teori ini membantu
membedah kompleksitas implementasi di wilayah
padat penduduk, di mana masalah infrastruktur
sering beririsan dengan perilaku sosial.

Kebaruan dalam studi ini mengidentifikasi
peran lembaga kemasyarakatan di  Kelurahan
Merjosari dalam mendukung keberhasilan program,
menawarkan  kontribusi  orisinal baik  untuk
pengetahuan teoretis dengan mengadaptasi teori
implementasi  klasik untuk program berbasis
masyarakat maupun kebijakan praktis melalui
strategi implementasi spesifik-konteks untuk setting
perkotaan di negara berkembang.

MATERI DAN METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih
karena mampu memberikan pemahaman mendalam
tentang fenomena implementasi kebijakan dalam
konteks nyata.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Merjosari,
Kecamatan  Lowokwaru, Kota Malang, dari
September hingga Oktober 2025. Pemilihan lokasi
didasarkan pada pertimbangan bahwa kelurahan ini
merupakan  wilayah dengan cakupan sanitasi
terendah  wilayah Kerja Puskesmas Dinoyo
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang (2024).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara Mendalam: dilakukan terhadap lima
informan kunci yang dipilih secara purposive
berdasarkan kriteria: (a) terlibat langsung dalam
implementasi STBM minimal 1 tahun; (b)
memahami  dinamika program di tingkat
komunitas; (c) bersedia berpartisipasi dalam
penelitian;

2. Observasi Partisipatif:  peneliti  mengamati
langsung kondisi sanitasi di 5 wilayah RW (RW
1. RW 2, RW 4, RW 5, RW 6) Kelurahan
Merjosari. Pengamatan lapangan melibatkan
Tenaga Sanitasi Puskesmas, Ketua RW, Kader
Posyandu, Pokja Sehat dan Ketua Kelurahan
Siaga;

3. Studi Dokumen: dokumen yang dianalisis
meliputi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3
Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat, laporan hasil verifikasi STBM, SOP
pelaksanaan STBM di Puskesmas Dinoyo dan
laporan sosialisasi STBM.

4. Analisis Data
Data dianalisis menggunakan model Miles dan
Huberman (1994) melalui tahapan:

a. Reduksi data: menyeleksi dan memfokuskan
data relevan;
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b. Penyajian data: Mengorganisir data dalam
matriks analisis; dan

c. Penarikan  kesimpulan:
interpretasi data.

Verifikasi  dan

Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber
dan metode, serta pemeriksaan sejawat. Hasil
wawancara dari informan akan dilakukan cross
cheek dengan dengan hasil observasi lapangan dan
hasil observasi dokumen.

Tabel 1. Karakteristik Informan Kunci

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini  menitikberatkan  pada
Implementasi Kebijakan STBM dengan melibatkan
peran  serta  lembaga kemasyarakatan. Lima
informan yang dipilih merupakan representasi
capaian STBM di Kelurahan Merjosari karena
informan terlibat langsung dalam pelaksanaan
STBM di Kelurahan Merjosari.

No Kede Umur .lems_ Pendidikan | Pekerjaan Pengalaman
Informan Kelamin
1 K1 25 Laki-laki s PNS Tenaga Sanitasi Puskesmas
Dinoyo
2 IK2 45 Laki-laki SMA PPPK Ketua RW 2/LPMK
. i Ibu Rumah Ketua Pokja 4 Tim Penggerak
3 TK3 47 Perempyan SMA Tangga PKK/Kader Posyandu/Tim STBM
Ibu Rumah Ketua Kelurahan Siaga/Tim
5 . ; i
4 K4 52 Perempuan SMA Tangea STBM
5 1K5 62 Laki-laki SMA Swasta Ketua Pokja Sehat/Tim STBM
Berdasarkan Tabel 1, informan terpilih terdiri dari

tenaga sanitasi Puskesmas Dinoyo sebagai sebagai
na kebijakan dan empat perwakilan lembaga
syarakatan  yang  berpartisipasi  dalam
implementasi STBM dilapangan dengan lembaga
kemasyarakatan yang berbeda.

Implementasi Kebijakan STBM di Kelurahan
Merjosari Kota Malang

Implementasi Kebijakan STBM di Kelurahan
Merjosari mengacu pada implementasi kebijakan
publik dengan pendekatan fop down yang
dikembangkan oleh George C. Edwards III pada
tahun 1980. Terdapat empat faktor yang menjadi
kunci keberhasilan proses implementasi kebijakan
publik yaitu : 1) komunikasi, 2) sumberdaya, 3)
sikap pelaksana dan 4) struktur birokrasi®.
Komunikasi dapat dilaksanakan apabila jelas dalam
proses penyampaiannya dan konsistensi terhadap
informasi yang disampaikan. Sumberdaya meliputi
komponen pelaksana yang cukup (jumlah dan
mutu), nformasi yang dibutuhkan guna
pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup
guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta
fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
kebijakan. Disposisi atau sikap pelaksana
merupakan komitmen pelaksana dalam pelaksanaan
sebuah kebijakan. Struktur birokrasi didasarkan
pada Standard Operating Procedur (SOP) yang
mengatur proses aliran pekerjaan dalam pelaksanaan
kebijakan®.

Communica tion
l Resources \
' tprementation

Dispositiens

Bursaucratic
Strucure

Gambar 1. Model implementasi kebijakan publik
menurut George C. Edwards 11T

Komunikasi
Faktor komunikasi dapat digambarkan
scbagaimana  pernyataan Tenaga  Sanitarian

Puskesmas Dinoyo Kota Malang berikut:

“..untuk saat ini hampir beberapa orang sudah
paham STBM, maksudnya dari yang tidak mau
membangun septic tank, akhirmya mereka mau.
Untuk medianya itu masih sosialisasi saja, masih
tatap muka saja. Biasanya yang di undang i
kelurahan, kemudian RW, kemudian kota sehat
kemudian kader. Sudah itu saja. Itu saja. LPMK
kita undang. PKK tidak. Karang taruna tidak di
undang karena masih sekolah. pak RT biasanya kita
undang, meskipun  tidak  seluruhnya,  tapi
perwalkilan. Karena kan sasarannva per RT. Kalo
secara pemahaman mereka  setengah  paham
setengah tidak. Makanya kita tiap tahun melakukan
sosialisasi dan pendampingan, setahun dua kali
“(IK1).
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Sosialisasi verifikasi STBM di
Kelurahan Merjosari

Penelitian ini menemukan bahwa faktor
komunikasi melalui sostalis dari pelaksana
tentang  kebijakan implementasi STBM di
Kelurahan Merjosari tidak sepenuhnya di pahami
oleh masyarakat. Sosialisasi juga belum merata
tersampaikan  kepada  seluruh  masyarakat
dikarenakan peserta sosialisasi terbatas pada Ketua
RW, perwakilan RT dan beberapa lembaga
kemasyarakat. Sedangkan frekuensi pelaksanaannya
maksimal 2 kali dalam setahun.

Komunikasi pelaksana kebijakan dengan
lembaga kemasyarakatan berjalan efektif. Hal ini
divalidasi dari hasil wawancara dengan informan
dan hasil observasi sebagaimana Gambar 2 dan
Gambar 3. Namun dalam konteks komunikasi
dengan masyarakat, terkait konsistensi masih
kurang optimal. Hal ini karena penyampaian
sosialisasi STBM kepada masyarakat hanya dua kali
dalam setahun. Hal ini konsisten dengan penelitian
Azzarah & Kurniawan (2021) bahwa komunikasi
merupakan langkah awal pemicuan, namun harus di
imbangi dengan monitoring dan pendampingan
pengawasan secara lansung, tidak sepenuhnya
diserahkan kepada masyarakat’. Kunjungan tindak
lanjut merupakan langkah penting sebagai bentuk
komunikasi untuk mempertahankan keberlanjutan
STBM®.

Gambar 2.

Sumber daya

Faktor sumber daya dapat digambarkan
sebagaimana  pernyataan  Tenaga  Sanitasi
Puskesmas Dinoyo Kota Malang berikut:
“Jadi sebenarnya, kalo misalkan satu orang
memegang satu wilayah itu mencukupi. Tapi terkait
kebijakan untuk karvawannya it mau gak mau
harus. Jadi kita untuk mencapai kelurahan STBM
itu wajib. Sava megang 2 kelurahan.” (IK1).
Pernyataan ini diperkuat oleh informan lainnya yaitu
Ketua Kelurahan Siaga Kelurahan Merjosari bahwa
sumber daya sangat kurang dalam implementasi
kebijakan STBM:
“Tenaga sanitasi safu kelurahan masih kurang. Ya
otomatis  kita  bantu dari  kaderKita punya
Kelurahan Siaga fterutama di masing-masing RW.
Karena yang tahu wilayah kan kader. Untuk sarana
prasarana lainnya seperti bantuan-bantuan sudah
cukup. Termasuk kalau pak RW nya sangat support,
maka pak RW akan mengupayakan melalui
bantuan-bantuan pokir” (IK4).

Penelitian ini menemukan bahwa jumlah
tenaga sanitarian Puskesmas Dinoyo Kota Malang
sangat kurang dalam pelaksanaan Program STBM di
Kelurahan Merjosari. Jumlah tenaga sanitarian
berjumlah untuk Kelurahan Merjosari berjumlah 1
orang dengan kualifikasi yang sesuai. Dalam
pelaksanaan verifikasi lapangan, tenaga sanitarian
dibantu oleh Kader Posyandu pada masing-masing
wilayah RW. Keberhasilan implementasi kebijakan
publik ini sangat bergantung pada ketersediaan
sumber daya yang memadai Beberapa elemen
penting meliputi jumlah pelaksana yang memadai
dengan keahlian yang sesuai. Jika sumber daya tidak
mencukupi, kebijakan publik tidak dapat berjalan
dengan baik, tidak optimal, dan regulasi yang
seharusnya logispun tidak dapat dirumuskan secara
maksimal.

Sumber daya meliputi sumber daya manusia,
sumber daya finansial, dan sarana prasarana. Hal in1
divalidasi dari hasil wawancara dengan para
informan (IK1, 1K2, IK3, [K4, IK5) bahwa peran
sumber dz cukup baik karena sumber daya
pelaksana  seperti  pithak  pelaksana  sudah
mendukung.  Namun berdasarkan  wawancara
dengan 1K1, tenaga sanitarian masih kurang
mencukupi karena satu tenaga sanitarian harus
memegang 2 wilayah. Hal ini divalidasi dengan
hasil observasi (Gambar 1), karena kurangnya SDM
dalam  pendampingan,  sehingga  sebagian
masyarakat masih melakukan pembuangan tinja
langsung ke sungai atau saluran menuju sungai. Hal
ini konsisten dengan penelitian Kouassi, et
al.bahwa kurangnya jumlah dan pengalaman
petugas  dilapangan menghambat  keberhasilan
implementasi STBM®. Penelitian Agustinus, et al
(2023) bahwa jumlah tenaga kesehatan yang kurang
mempengaruhi tingkat pencapaian STBM'®,

Sikap Pelaksana

Faktor sikap pelaksana dapat digambarkan
sebagaimana  pernyataan  tenaga  sanitarian
Puskesmas Dinoyo Kota Malang berikut:

“karena menyanghkut banyak hajat orang nih pak,
misal kalo kita tidak jujur misatkan di Kelurahan
Merjosari ada sepuluh ribu orang nih ya orang yang
belum punya septick tank, terus sava mmanipulasi
Jadi lima ribu, kan lima ribunnya nanti jadi
masalah.” (IK1).

Pernyataan i divalidasi dengan informan lainnya
tentang sikap pelaksana dalam melaksanakan
tugasnya di lapangan.

“va pak, Dibuktikan dengan di kita masih ada 600
sekian meskipun di data yang muncul 100% di
pemerintah kota”(IK3).

Ber kan hasil wawancara yang dilakukan,
dapat disimpulkan bahwa pelaksana kebijakan
melaksanakan tugasnya dengan sikap jujur dan
komitmen yang kuat. Pelaksana kebijakan
memahami tugas dan memiliki kemampuan teknis,
serta memiliki kemauan dan pandangan positif
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terhadap kebijakan tersebut. Sikap pelaksana
memegang peran krusial sebagai faktor ketiga dalam
pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini divalidasi dari
hasil wawancara dan observasi bahwa tenaga
sanitasi melakukan verifikasi data (Gambar 4),
dibantu kader posyandu, ketua RT dan lembaga
lainnya untuk turun ke lapangan untuk melakukan
pemeriksaan kondisi Pilar 1 hingga Pilar 5.
Komitmen petugas sanitasi dan pemangku wilayah
sangat penting untuk perencanaan  sanitasi
pembangunannya'’,

Struktur Birokrasi

Faktor struktur birokrasi dapat digambarkan
sebagaimana  pernyataan  tenaga  sanitarian
Puskesmas Dinoyo berikut: “dalam pelaksaaan
tugas sudah ada SOP pak di SOP nva Puskesmas
Dinoyo. Dalam implementasi tugas kita selalu
mengacu pada SOP. Untuk pembagian tugas, jadi
dari Puskesmas Dinoyo hanya pendampingan dan
Jadi jembatan ke PU. Tapi kalo masvarakatnya
mereka bersedia apa tidak.” (IK1).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan,
dapat  digambarkan bahwa pelaksana tugas
melaksanakan kebijakan STBM di Kelurahan
Merjosari berdasarkan SOP yang sudah disusun oleh
Puskesmas Dinoyo dimulai dengan pembuatan
Rencana Usulan Kegiatan (RUK) oleh sanitarian.
Hal ini meliputi pendampingan sebagai natural
leader dan sosialisast di masyarakat. Para pelaksana
kebijakan sudah memahami tugas dan menjalankan
sesuai tahapan yang sudah ditetapkan olch pembuat
kebijakan sehingga dalam implementasinya berjalan
efektif dan efisien.

Berdasarkan 4 faktor yang mempengaruhi
implementasi  kebijakan STBM di Kelurahan
Merjosari, hasil penelitian menunjukkan bahwa
faktor komunikasi dan sumber daya masih belum
optimal. Terbukti dengan adanya 676 KK yang
pembuangan  tinjanya langsung ke sungai
(berdasarkan  dokumen  Puskesmas  Dinoyo).
Adapun sebaran jumlah KK per RW sebagai berikut.

Tabel 2. Scbaran jumlah KK Per RW dengan
pembuangan tinja tidak melalui septic tank

No  Wilayah RW Jumlah KK
1 RW 002 174 KK
2 RW 003 134 KK
3 RW 004 151 KK
4 RW 005 100 KK
5 RW 006 28 KK

6 RW 010 7KK

7 RWO12 82 KK
Jumlah 676 KK

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan
Tenaga Sanitarian Puskesmas Dinoyo bahwa rumah

tangga dengan pembuangan tinja ke sungai sangat
tinggi di Kelurahan Merjosari.

“Jadi waktu itu tchun 2021 itu data kita masih 1056
KK yang pembuangannya ke sungai . Tiap tahun
setelah kita lakukan pemicuan, terus apa sosialisasi
itu ada penurunan. Jadi tahun 2023 itu sekitar 956
KK, kemudian tahun 2024 sekitar 676 KK. Karena
pilar satu adalah kunci, kalo pilar dua sampai lima
sudah memenuhi karena saat pandemi banyak
perubahan sikap dari masyarakat, terutama pilar 2
“(IK1).

Sebaran data pada Tabel 2 juga diperkuat hasil
wawancara dengan Ketua Pokja Sehat Kelurahan
Merjosari bahwa faktor tingginya pembuangan tinja
ke sungai karena letak geografis Kelurahan
Merjosari yang di lewati Sungai Metro.

“Sulitnya karena wilayah merjosari dilewati sungai
metro, RW 5, RW 6, RW 2. Biasanya langsung
dialirkan ke sungai . Atau yang di wilayah RW 2
bisanya dialirkan mefalui saluran yang muaranya
menuju ke Sungai Metro. Jadi masih banyak rumah
yang pembuangannya langsung ke sungai”. (IK 5).

= =— i

Gambar 3. Saluran pembungan tinja dari rumah

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan
dokumentasi dapat  digambarkan bahwa
implementasi  kebyjakan STBM di  Kelurahan
Merjosari berfokus pada Pilar 1 yaitu buang air
besar sembarangan. Sedangkan Pilar 2 sampai
dengan Pilar 5 sudah memenuhi standar sesuai
Peraturan Menteri Keschatan Nomor 3 Tahun 2014
tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
Pelaksana  kebijakan  sudah  melaksanakan
implementasi STBM sesuai tahapan-tahapan yang
sudah ditetapkan sehingga berjalan efektif dan
efisien. Hasil pencapaian sebelum dan sesudah
implementasi  kebyjakan STBM di  Kelurahan
Merjosari juga sangat siginifikan keberhasilannya
dimana pada tahun 2021 sebelum pemicuan terdapat
1056 KK tahun 2022 terdapat 960 KK; dan di tahun
2024 terdapat 676 KK. Faktor yang menjadi
hambatan keberhasilan adalah faktor komunikasi
dimana pelaksanaan sosialisasi hanya dilaksanakan
setahun 2 kali serta sumber daya manusia (tenaga
sanitarian) yang sangat terbatas. Sedangkan faktor
disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan sesuai
standar yang ditetapkan.
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Hasil penelitian tersebut mengkonfirmasi
dengan penelitian sebelumya oleh Widya, etal
(2023)'2, Mustafidah, et al (2020)"* dan Zuhri &
Fahesta (2023)'* bahwa keberhasilan STBM tidak
hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga
pada faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. STBM
menjadi  faktor  yang  berpengaruh  dan
menggambarkan penerapan hygiene dan sanitasi
rumah tangga. Apabila kelima pilar sanitasi ini
diterapkan dengan baik, maka akan mengurangi
risiko penyakit berbasis lingkungan'®.

Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam
Implementasi STBM di Kelurahan Merjosari
Kota Malang

Dalam struktur wilayah kelurahan, lembaga
kemasyarakatan merupakan wadah partisipasi
masyarakat sebagai mitra Kelurahan yang ikut serta
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan, serta meningkatkan pelayanan
masyarakat'®. Dalam proses pemicuan, pelibatan
lembaga kemasyarakatan memiliki peranan yang
sangat penting dalam menggerakkan masyarakat
untuk peningkatan akses sanitasi dasar, mengubah
perilaku  higienis yang berkelanjutan, wadah
penggerak sosialisasi dan penyadaran masyarakat,
mobilisasi dan  partisipasi masyarakat serta
pendampingan dan pembinaan'’.

Penemuan di lapangan berdasarkan hasil

wawancara dan observasi tentang pelibatan lembaga
kemasyarakatan dapat digambarkan sebagaimana
pernyataan informan berikut:
“Insyaallah ada keterlibatan dari 6 lembaga itu.
Dari PKK dari pokja empatnya, Posvandu juga
memberikan penyuluhan ke masyarakatnya, karena
ini ada kaitannya dengan Kesehatan. LPMK juga di
dalamnya ada seksi pembangunan juga mengawasi
pembangunan IPAL atau Biofill dari lembaga-
lembaga keschatan, yang tidak dalam 6 lembaga itu
Juga kita saling terlibat” (IK 4).

Dalam implementasi STBM di Kelurahan

Merjosari, peran lembaga kemasyarakatan dalam
pelaksanaannya  tergambar dalam  pernyataan
informan berikut :
“Kita memanfaatkan kader-kader saja yang ada di
masing-masing RW untuk mendata masyarakat
yang memang mempunyai sanitasi belum layak. Jadi
nanti dari hasil survei itu nanti kita bersama-sama,
bekerjasama dengan pihak-pihak lain, lembaga-
lembaga lain untuk membuat suatu usulan atau
kebijakan untuk memperbaiki terutama masalah
sanitasinya. Pertama Pak RT, Pak RW yang
menggerakkan Masyarakat. Jadi kita ini meminta
bantuan  supaya Pak RT, Pak RW untuk
menggerakkan masyarakatnya dalam implementasi
STBM" (IK 3).

Gambar 4. Lembaga Kemasyarakatan melakukan
verifikasi STBM di salah satu rumah warga

Selaras dengan pemyataan informan lain, Ketua
Kelurahan siaga juga menyampaikan peran lembaga
kemasyarakatan sebagai berikut :

“..Jadi kami melakukan yang pertama adalah
pendataan. Lalu kami mengadakan verifikasi.
Ketika kita mengajukan program, melalui kelurahan
untuk sanitasi, kami juga bertanggung jawab untuk
verifikasi ulang ke Masvarakat selanjutnya
mengedukasi masyarakat, agar mau menerima
bantuan ini dan tau manfaainya apa untuk merubah
pola hidup dan pola pikirnya itu juga kami bener-
bener turun door-to-door ke masyarakat karena
program yang dari pemerintah ifu harus BNBA, By
name, by address sehingga kami benar-benar harus
memberikan data yang sebenarnya untuk siapa-
siapa penerima dari bantuan itu...(IK 4).”

Berdasarkan  wawancara  diatas, bahwa
lembaga kemasyarakatan selalu terlibat dalam
implementasi STBM di Kelurahan Merjosari. Peran
lembaga kemasyarakatan terlibat dalam seluruh
tahapan STBM mulai persiapan, pemicuan,
pendampingan sampai dengan monitor pelaksanaan.
Hal i sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh
Hertyanti, at all (2025) yang menyatakan bahwa
dorongan keterlibatan masyarakat yang lebih aktif
akan memberikan kontribusi yang lebih efektif'®.
Sebaliknya partisipasi masyarakat yang rendah
dalam implementasi STBM akan menjadi faktor
penghambat  tidak  tercapamya target dalam
implementasi STBM sebagaimana penelitian yang
oleh Frinaldi, et al (2024) di Kabupaten Pariaman'.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan
dokumentasi penelitian, peran lembaga
kemasyarakatan dalam implementasi STBM yang
dilakukan oleh masyarakat terdiri atas tahap
persiapan  (perkenalan dan  pemetaan  sosial,
identifikasi dan analisis situasi), pemicuan
(pelaksanaan program), pendampingan (penguatan
pemimpin non formal, perencanaan tindak lanjut
kegiatan oleh masyarakat) dan monitoring kegiatan
sebagaimana Tabel 3 berikut®.
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Tabel 3.Peran Lembaga Kemasyarakatan

No T':lhapan

I tasi

Peran Lembaga Kemasyarakatan

Tahap
Persiapan

Identifikasi permasalahan sanitasi di lingkungan seperti fasilitas jamban, saluran
limbah dan kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

Pendataan awal dengan melakukan survei mandiri untuk mengetahui kondisi
sanitasi awal di setiap rumah tangga dan area publik

Koordinasi dengan pelaksana kebijakan STBM dan menjadi jembatan antara
masyarakat dengan pemerintah untuk mensinergikan program STBM

2. Tahap
Pemicuan

Fasilitator pertemuan dengan mengumpulkan komponen masyarakat untuk
mengadakan pertemuan

Memfasilitasi alat-alat pemicuan seperti simulasi dan pemetaan sanitasi dengan
tujuan agar masyarakat menyadari risiko kesehatan dari perilaku buruk
Mendorong komitmen masyarakat untuk menerapkan 5 pilar STBM

3. Tahap
Pendampingan

Pendampingan untuk Penyusunan rencana tindak lanjut Pembangunan dan
perbaikan sarana sanitasi

si sumber daya untuk merealisasikan rencana pembangunan fasilitas
asi lainnya

Pemberdayaan Masyarakat dengan membantu masyarakat mengakses
pelaksanaan Pembangunan sanitasi melalui swakelola

4. Tahap
Monitoring

Pemantauan secara berkala bersama kader sanitasi untuk memastikan masyarakat
konsisten menjalankan 5 pilar STBM

Penguatan perilaku dengan melakukan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan
Schat (PHBS) dan sosialisasi lanjutan

Membantu Tenaga Sanitarian dalam proses verifikasi data dan lapangan sebagai
dasar deklarasi Kelurahan STBM

Berpartisipasi dalam evaluasi program STBM untuk mengukur keberhasilan dan
tantangan yang dihadapi serta merencanakan perbaikan

Berdasarkan tabel 3, tingkat partisipasi
lembaga kemasyarakatan dalam implementasi
STBM di Kelurahan Merjosari ini sudah mencakup
tingkatan  partisipasi  inisiasi dan partisipasi
legitimasi karena lembaga kemasyarakatan menjadi
subjek  kegiatan pembangunan dan dalam
perundingan  dalam  musyawarah.  Sedangkan
tingkatan partisipasi masyarakat penerima program
STBM ini adalah tingkatan partisipasi eksekusi,
karena masyarakat juga berpartisipasi pada
pelaksanaan, khususnya pada pembuatan septic
tfank. Lembaga kemasyarakatan memiliki peran
penting dalam setiap tahapan implementasi, mulai
persiapan, pemicuan, pendampingan sampai dengan
proses  monitoring  pelaksanaan®’.  Hal  ini
dikarenakan petugas sanitasi yang terbatas dalam
melakukan kegiatan  pemicuan,  pemantauan,
evaluasi dan pendampingan pelaksanaan program
STBM.

Lembaga kemasyarakatan melalui kelurahan
siaga, pokja sehat dan kader posyandu mengambil
peran dalam tahap persiapan dengan melakukan
pengecekan  kondisi lapangan dan pemetaan
permasalahan lingkungan yang ada serta strategi
pemicuan®'. Pada tahap pemicuan, lembaga
kemasyarakatan melalui ketua RT dan RW menjadi
fasilitator sosialisasi dan penyuluhan kepada
masyarakat dengan menyiapkan sarana dan prasana
pelaksanaan  pemicuan STBM®'. Penyusunan

rencana tindak lanjut dan pemberdayaan masyarakat
dalam mengatasi masalah sanitasi dilaksanakan oleh
LPMK dan Ketua RW untuk selanjutnya diteruskan
kepada pemangku wilayah Kelurahan Mer; i
sebagai upaya pemenuhan sarana prasarana sanitasi.
Peran pemerintah kelurahan sangat penting untuk
keberhasilan program STBM terutama Pilar 1
BABS?.

Pada tahap monitoring pelaksanaan STBM,
bersama tenaga sanitasi, kader posyandu, kelurahan
siaga dan pokja sehat melaksanakan verifikasi
dilapangan untuk memantau implementasi program
STBM. Monitoring penting dilakukan untuk melihat
adaptasi yang sudah dilakukan oleh masyarakat
termasuk kegiatan pasca pemicuan yang terstruktur
dan komunitas lingkungan yang tepat”. Kegiatan
monitoring oleh lembaga kemasyarakatan menjadi
penghubung pelaksana kebijakan publik dengan
masyarakat schingga pelaksanaan kegiatan STBM
dapat berdampak pada publik. Penyediaan sumber
daya yang memadai dan peningkatan Pendidikan
masyarakat tentang isu lingkungan, menjadi
masukan pembuat kebijakan untuk menekankan
perlunya strategi yang ditargetkan yang mengatasi
ketersediaan sumber daya dan keterlibatan
Masyarakat untuk meningkatkan kapasitas adaptif
komunitas yang lebih efektif >,

Pelibatan lembaga kemasyarakatan dalam
implementasi STBM  dengan tujuan  akhir
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masyarakat merupakan sinergitas penting yang
efektif untuk keberhasilan STBM, karena STBM
merupakan strategi inovatif untuk masyarakat hidup
dalam lingkungan yang lebih schat. Masyarakat
perlu  menjaga kebersihan dirt  dan  sanitasi
lingkungan agar dapat mencegah tumbuhnya
penyakit berbasis lingkungan terutama penyakit
menular®®. STBM diinisiasikan dapat mendorong
kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup
bersih dan sehat (PHBS).

Tantangan keberlanjutan peran lembaga
kemasyarakatan jika dukungan eksternal berkurang
adalah dengan menyiapkan strategi menghadapi
tantangan tersebut, yaitu: (1) Diversifikasi Sumber
Dana dengan mencari sumber pendanaan alternatif,
(2) Penguatan Kolaborasi dengan membangun
kemitraan antar sektor (swasta, pemerintah, LSM
lain) untuk berbagi sumber daya dan biaya, serta (3)
Fokus pada partisipasi akar rumput dengan
membangun  kemandirian  dengan  melibatkan
masyarakat secara aktif.

SIMPULAN
Implementast  kebijakan  STBM  untuk

keberlanjutan sanitasi di Kelurahan Merjosari telah
dilaksanakan melalui pendekatan terpadu yakni
pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Faktor
penghambat adalah kurangnya komunikasi dan
sumber daya tenaga sanitasi yang mengakibatkan
kurang optimalnya pelaksanaan program ini.

Lembaga Kemasyarakatan memiliki peran
kunci dalam implementasi STBM di Kelurahan
Merjosari sebagai penghubung antara pelaksana
kebijakan dengan masyarakat. Peran tersebut
mencakup setiap tahapan STBM yaitu persiapan,
pemicuan,  pendampingan, dan  monitoring
pelaksanaan. Lembaga kemasyarakatan yang
terlibat  meliputi  Lembaga  Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, Kader
Posyandu, Tim Penggerak PKK melalui Pokja 4,
Kelurahan Siaga dan Pokja Schat. Keterlibatan
Lembaga Kemasyarakatan mampu memberi
perubahan  signifikan untuk menjadi fasilitator
dalam menggerakkan masyarakat melaksanakan
pemicuan, mampu merubah pola pikir, merubah
perilaku hidup bersih dan schat.

Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi
kebijakan implementasi STBM di Kelurahan
Merjosari yang dapat dilakukan berdasarkan temuan
di lapangan adalah:

1) Pola komunikasi STBM yang lebih efektif :
pendekatan yang menggeser paradigma dari
sekadar memberikan penyuluhan (komunikasi
searah)  menjadi  pemicuan  partisipatif
(komunikasi dua arah/interaktif). Tujuannya
adalah mengubah perilaku masyarakat dengan
memicu rasa malu jika tidak melaksanakan
STBM atau kebutuhan akan sanitasi yang bersih
dan dampak yang ditimbulkan.

2) Strategi  penguatan  kapasitas  lembaga
kemasyarakatan melalui pelatihan  teknis
berkelanjutan, penguatan teknis  komunitas
(partisipasi) dan peningkatan kapasitas melalui
pelatthan tematik.
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